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A. Latar Belakang 
Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis 
dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dipraktikkan sejak awal masuknya 
Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang 
penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat sipil Muslim. Dalam rentang 
waktu yang panjang, telah terjadi pula tarik menarik kepentingan dalam 
pengelolaan zakat di ranah publik. Di era Indonesia modern, di tangan 
masyarakat sipil, zakat telah bertransformasi dari ranah amal-sosial ke arah 
pembangunan-ekonomi. Dalam perkembangan terkini, tarik-menarik 
pengelolaan zakat antara negara dan masyarakat sipil, berpotensi menghambat 
kinerja dunia zakat nasional dan sekaligus melemahkan gerakan masyarakat sipil 
yang independen.1 
Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung 
peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsikan kepada kegiatan produktif. 
Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan 
dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, 
ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya 
masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan 
                                                          






zakat bersifat produktif tersebut. 
Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana 
zakat sebagai modal usaha, untuk memberdayakan ekonomi penerimanya, dan 
supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara 
konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan 
penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka 
dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. 
B. Rumusan masalah 
1. Apa pengertian zakat, infaq dan shadaqah? 
2. Bagaimana Sistem organisasi pengelolaan zakat?  
3. Bagaimana pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah? 
4. Bagaimana pendistribusian dana zakat? 
C. Tujuan  
1. Untuk mengetahui pengertian zakat, infaq dan shadaqah. 
2. Untuk mengetahui sistem organisasi pengelolaan zakat. 
3. Untuk mengetahui pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah. 










BAB  II 
PEMBAHASAN 
 
A. Zakat  
1. Pengertian zakat  
Zakat dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari “Zakah” 
yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu Zakah, berarti tumbuh 
dan berkembang, dan seorang itu Zakah, berarti orang itu baik. Zakat dari istilah 
fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan 
kepada orang- orang yang berhak.2 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan 
oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang 
berhak menerimanya (mustahiq). Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus 
diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara 
langsung.3 
2. Syarat harta yang wajib di zakatkan adalah: 
Pertama: Pemilikan yang pasti artinya sepenuhnya berada dalam 
keuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan 
menikmati hasilnya. Kedua: Berkembang artinya harta itu berkembang, baik 
secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau 
usaha manusia. Ketiga: Melebihi kebutuhan pokok artinya harta yang dipunyai 
oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan 
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keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia. Keempat: Bersih dari hutang 
artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang. Kelima: 
Mencapai nisab artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan 
zakatnya Keenam: Mencapai haul artinya harus mencapai waktu tertentu 
pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau 
panen.4 
Berdasarkan syarat wajib zakat diatas dapat dipahami bahwa untuk orang 
yang wajib zakat adalah orang islam, berakal, baligh dan sudah merdeka. 
Sedangkan syarat harta yang wajib di zakatkan adalah harta yang dimiliki pasti, 
hartanya berkembang, melebihi kebutuhan, bersih dari hutang, mencapai jumlah 
minimal, dan hartanya mencapai waktu (haul). 
 
3. Muzakki dan Mustahiq 
Muzakki merupakan orang atau pihak yang dimiliki oleh orang muslim 
yang berkewajiban melakukan pembayaran zakat. Sedangkan mustahik adalah 
orang atau badan yang berhak menerima zakat.5 Adapun yang berhak menerima 
zakat atau mustahiq yaitu ada delapan golongan, yakni fakir yaitu orang yang 
Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi 
penghidupannya. orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya 
dan dalam Keadaan kekurangan. Amil yaitu orang yang diberi tugas untuk 
mengumpulkan dan membagikan zakat. Muallaf yaitu orang kafir yang ada 
                                                          
4 Mohammad  Daud  Ali,  Sistem  Ekonomi  Islam  :  Zakat dan Wakaf, Cet. I, (Jakarta: 
Universitas Indonesia, 2006), h. 41. 
5 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Zakat Persoektif Mikro-Makro, Pendekatan Risef, 
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 298. 
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harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih 
lemah. Hamba sahaya yaitu yang mencakup juga untuk melepaskan muslim 
yang ditawan oleh orang-orang kafir. Gharim yaitu orang yang berhutang karena 
untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. 
Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar 
hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Fisabilillah 
yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. Diantara mufasirin 
ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-
kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. dan 
Ibnu sabil yaitu orang yang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami 
kesengsaraan dalam perjalanannya.  
 
B. Infaq  
Infaq secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan 
sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syari'at, infaq 
berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk 
suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, 
maka infaq dan shodaqoh terbebas dari nisab. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun 
baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.6 Selain itu, kata infaq berarti 
mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada 
orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Dengan demikian, infaq 
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merupakan bentuk pentasharrufan harta sesuai dengan tuntunan syariat.7 Selain 
itu infaq juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar sebagai 
tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang diambilkan dari harta atau 
kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah.8 
Adapun perbedaan infaq dengan zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, 
dalam zakat ada nisabnya sedangkan infaq tidak ada, baik dia berpenghasilan 
tinggi maupun rendah. Zakat diperuntukkan untuk delapan ashnaf, sedangkan 
infaq dapat diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk keluarga, anak 
yatim, dan lain-lain. 
 
C. Shodaqoh 
Istilah sedekah dari bahasa Arab shadaqah. Di dalam Al Munjid kata 
shadaqah diartikan dengan pemberian yang niatnya mendapatkan pahala dari 
Allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, 
sedekah adalah pemberian dari  seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi 
waktu dan jumlah (haul dan nishab) sebagai kebaikan dengan mengharap rida 
Allah.9 Selain itu shadaqoh juga berarti mendermakan sesuatu kepada orang lain. 
Shodaqoh berasal dari kata shadaqa yang bearti benar , maksudnya shadaqoh 
merupakan wujud dari ketaqwaan seseorang, bahwa orang yang bershadaqoh 
                                                          
7 Budiman, Good Governance Pada Lembaga ZISWAF,  Implementasi Pelibatan 
Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWA,( Semarang : Lembaga Penelitian 
IAIN Walisongo Semarang), h. 33. 
8 Deden Ridwan, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi,( Yogyakarta: LSAF, 1999), h. 475. 
9 M. Irfan el-Firdausy, Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah, 
(Yogyakarta : Cemerlang Publishing, 2009), h. 14. 
8 
 
adalah orang yang membenarkan perlakuannya sebagai orang yang bertaqwa 
melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya, baik berupa dermawan atau 
yang lain. Antara infaq atau shadaqoh terdapat perbedaan makna yang terletak 
pada bendanya. Kalau infaq berkaitan dengan amal yang material, sedangkan 
shadaqoh berkitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun non-
material , serpeti dalam bentuk pemberian benda , uang, tenaga atau jasa, 
menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucap takbir, tahmid bahkan yang 
paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.10 
 
D. Sistem Organisasi Pengelolaan Zakat 
Dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh pengumpulan dan 
pendistribusian zakat merupakan dua hal sama pentingnya. Namun Al-Qur'an 
lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan 
pendistribusian mencakup pula pengumpulan. 
Di Indonesia pengelolaan zakat terbagi ke dalam dua jenis yaitu Badan Amil 
Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan 
LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing.11 
Dalam hal ini penulis akan bagaimana pengelolaan zakat menurut Fiqih dan 
pengelolaan menurut Undang-Undang. 
1. Pengelolaan Menurut Fiqih 
Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasul SAW 
                                                          
10 . Irfan el-Firdausy, Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah, (Yogyakarta : Cemerlang 
Publishing, 2009) ,h. 35 
11 Khasanah, Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdaya Ekonomi Umat, (Malang: UIN-
MALIKI PERSS, 2010), h. 64. 
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dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang 
ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat, dan 
akhirnya dibagikan kepada yang berhak menerima zakat.12 
2. Pengelolaan Menurut Undang-Undang  
Pada tahun 1999 preside  mengesahkan undang-undang Republik Indonesia 
No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Secara garis besar undang- undang 
tersebut memuat aturan-aturan tentang pengelolaan dana zakat disamping itu 
juga dana infaq dan shodaqoh yang terorganisir dengan baik, transparan, dan 
profesional dilakukan oleh amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Secara 
periodik akan dikeluarkan jurnal, pengawasannya oleh ulama, tokoh ulama, 
tokoh masyarakat dan pemerintah. Apaila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam 
pencatatan akan dikenakan sanksi bahkan masuk tindak pidana, sehingga 
memungkinkan harta zakat akan terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan 
yang tidak bertanggung jawab dan jenis-jenis harta yang dikenakan zakat yang 
belum ada pada zaman Rasulullah yaitu " zakat hasil pendapatan dan jasa " yang 
sering disebut dengan zakat profesi. Selanjutnya di dalam undang-udang tersebut 
diatur tentang ordonansi pembayaran zakat serta pajak. Artinya, bagi masyarakat 
yang telah membayar zakat, maka pembayaran pajaknya adalah dikurangi 
sejumlah zakat yang  telah dibayarkan. 
Dalam undang-undang republic Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang 
pengelolaan zakat yaitu Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan 
                                                          
12 KH. Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial Dan Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah, 
(Bandung: Mizan, 1994), h. 233-234. 
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kepercayaanya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat yang 
mampu sesuai dengan syariat islam. Zakat merupakan pranata keagamaa yang 
bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan 
penanggulan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil 
guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam, 
amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas 
sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efiesensi pelayanan dalam 
pengelolaan zakat.13 
Organisasi pengelolaan zakat dilakukan amil zakat yang dibentuk oleh 
pemerintah baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 
Pemerintah pusat membentuk badan amil zakat nasional yang berkedudukan di 
provinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan.14 
Pengorganisasian zakat perlu pula diatur sebaik-baiknya agar pelaksanaan 
zakat dan dikoordinasikan dan diarahkan. Ini perlu dilakukan untuk 
memantapkan kepercayaan masyarakat dan wajib zakat. Peranan pemerintah di 
perlukan dalam hal ini, agar organisasi yang mengurus zakat dapat berkembang 
dengan baik, prinsip-prinsip pengorganisasian berikut perlu  dilaksanakan yaitu : 
a. Penanggung jawab tertinggi sebaiknya pemerintah atau pejabat tertinggi 
dalam strata pemerintahan setempat. 
b. Pelaksanaanya adalah suatu lembaga tetap dengan pegawai yang bekerja 
penuh secara profesional. 
c. Kebijaksanaan harus dirumuskan secara jelas dan dipergunakan sebagai 
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14 Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal. 6. 
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dasar perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, sumber dan 
sasaran pemanfaatannya untuk waktu tertentu. 
d. Program pendayagunaan zakat harus terinci supaya lebih efektif dan 
produktif bagi pengembangan masyarakat. 
e. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui peraturan- peraturan, 
administrasi, baik ketatausahaan maupun pembukuan.15 
Selain itu dalam sistem manajemen zakat haru memiliki pilar utama yaitu : 
1) Amanah 
Sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dari kepercayaan 
masyarakat. Tanpa adanya sifat ini, kehancuran perekonomian akan segera 
nampak. Sikap tidak amanah menunjukkan adanya rendahnya moral. Apalagi 
pengelolaan dana umat sangat membutuhkan sikap kepercayaan penuh. 
2) Profesional 
Efisiensi dan efektifitas manajemen memerlukan sikap profesional dari 
semua pengurus badan amil zakat. 
3) Transparan 
Sistem kontrol yang baik akan terjadi jika jiwa transparansi dalam 
pengelolaan dana umat dapat dilaksanakan. Sebab, kemudahan akses para 
muzakki untuk mengetahui agaimana dananya diolah akan menambah rasa 
percaya terhadap lembaga.16 
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E. Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh 
Didalam undang-undang disebutkan ada 2 macam zakat yang harus dikeluarkan 
oleh muzakki, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Adapun jenis-jenis harta yang dikenai 
zakat adalah : 
1. Emas, perak dan uang 
Harta kekayaan ini sudah dimilikinya secara penuh selama satu tahun penuh dan 
sampai nisabnya. Nisab emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 96 gram emas 
murni dan kadar zakatnya 2, 5%. Nisab perak adalah 200 dirham, beratnya sama dengan 
kurang 672 gram yaitu 2,5%. Nisab uang baik giral maupun cartal, adalah sama dengan 
nilai atau harga 96 gram emas. Bila disimpan cukup setahun zakatnya adalah 2.5%. 
2. Perdagangan dan Perusahaan 
Setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan setahun lamanya, uang yang 
ada dan semua barang yang ada dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan 
zakatnya 2,5%, nishabnya sama dengan nilai harga emas 96 gram. Kini, zakat 
perdagangan juga diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya. 
3. Hasil pertanian, dan hasil perkebunan 
Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan merupakan zakat hasil 
bumi. Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi 
harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. Kadar zakatnya lima persen 
untuk  hasil bumi yang diairi atas usaha penanaman sendiri, dan sepuluh persen 
kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam.17 
4. Hasil pertambangan, Barang Temuan (Rikaz) dan Hasil laut  
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Barang tambang adalah semua yang dikeluarkan dari bumi dan punya nilai, 
seperti emas, perak, besi, kuningan dan timah. Barang temuan (rikaz) adalah 
harta pendaman jahiliyah, termasuk dalam kategori ini adalah barang yang 
ditemukan diatas permukaan bumi. Hasil laut adalah harta yang dieksploitasi 
dari laut seperti mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut. Nishab barang 
tambang adalah senilai 85 gram emas atau 2,5%. Hasil laut kadarnya 20% atau 
5% sesuai dengan kesulitan. Barang temuan kadar zakatnya 20%. 
5. Hasil peternakan 
Merupakan binatang ternak yang wajb dizakati adalah binatang-binatang 
yang oleh orang Arab disebut al-an'am yaitu unta, sapi, termasuk pula kerbau, 
kambing, dan domba. Nishab zakat binatang ternak yang wajib dizakati hanya 
ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. Hal itu karena ketiga jenis binatang 
tersebut populasinya cukup banyak dan mampu berkembang biak dengan pesat. 
6. Hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi) 
Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi, seperti 
pegawai, dokter , seniman, dan konsultan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas 
yaitu 2,5%.18 
Penghitungan zakat maal disesuaikan dengan nishab, kadar dan waktunya 
ditetapkan berdasarkan hukum agama. Pengumpulan dikelola oleh badan amil 
zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki atas dasar 
pemberitahuan muzzaki. Badan amil zakat dapat bekerjasama dengan bank 
dalam pengumpulan zakat harta muzzaki yang berada di bank atas permintaan 
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Tata cara pengumpulan dana ZIS dilakukan dengan cara pemungutan 
atau pemotongan yang sebelumnya telah disepakati oleh instansi. Selain dana 
zakat, badan amil zakat dapat juga menerima dana infaq, shodaqoh, hibah, 
wasiat, warisan dan kafarat. Dalam hal ini penghitungan muzzaki dapat 
melakukannya sendiri atau dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat 
sesuai dengan ketentuan syariah islam. Dana zakat yang telah dibayarkan kepada 
badan amil zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari 
wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang- undangan 
yang berlaku.20 
F. Pendistribusian Dana Zakat 
Distribusi pemindahan tempat barang atau jasa dari produsen ke 
konsumen, termasuk kedalamnya pemindahan material dari lini permulaan dari 
produksi.21distribusi juga terlaksana karena adanya penyedia jasa-jasa atau 
memiliki suatu untuk membawa jasa kepada pengguna.22 
Di zaman Rasulullah SAW, yang kemudian dilanjutkan para sahabatnya, 
para muzakki menyerahkan zakatnya langsung kepada Baitul Mal, kemudian 
para petugas atau amil mendistribusikannya kepada para mustahiq. Untuk 
mendistribusikannya antara lain mencakup penentuan cara yang paling baik 
untuk mengetahui para penerima zakat, kemudian meakukan klasifikasi dan 
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21 Misbahuddin, E-Commerce Dan Hokum Islam (cet:I: Makassar: alauddin university 
perss. 2012), h. 72.  
22 Misbahuddin, E-Commerce Dan Hokum Islam (cet:I: Makassar: alauddin university 




menyatakan hak-hak mereka, menghitung jumlah kebutuhan mereka dan 
menghitung biaya yang cukup untuk mereka dan kemudian meletakkan dasar-
dasar yang sehat objektif dalam pembagian zakat sesuai dengan kondisi 
sosialnya. Amil hendaknya menyerahkan hak asnaf secara langsung dengan 
disaksikan amil lain ditempat mereka berada, tanpa mereka yang harus datang 
mengambil, di mana para mustahiq harus antri untuk mendapatkan bagian 
zakat.23 
Agar dapat menjadi dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan 
masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan 
kesenjangan sosial, zakat, infaq dan shodaqoh harus dilakukan dan dikelola 
secara profesional dan bertanggung jawab, yang dilakukan oleh masyarakat 
bersama-sama dengan pemerintah. Bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan 
zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan 
untuk usaha produktif.24 
Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera 
disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun 
dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik.25 
Pendayagunaan dan infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat 
untuk usaha yang produktifdiharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Dan pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari 
pengadministrasian keuangan zakat. Hadirnya undang-undang tersebut 
                                                          
23 Zuhri, Zakat Di Era Reformasi Tata Kelola Baru Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 
2011,(Semarang: Fakultas Tarbiyah  IAIN Walisongo Semarang), h. 57. 
24 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal. 15-16 
 
25 Ilyas Supena dan Darmuin, Manajemen Zakat, (Semarang : Walisongo Pers, 2009), h. 134. 
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diharapkan dapat memberikan spirit kepada pemerintah dalam pengelolaan 
zakat, sebagaimana yang telah dilakukan pemerintah pada awal Islam. Jadi 
dalam hal ini peran amil yang pro aktif sangat penting yaitu mulai dari 





A. Kesimpulan  
1. Zakat dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari “Zaka” yang 
berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu Zaka, berarti tumbuh 
dan berkembang, dan seorang itu Zaka, berarti orang itu baik. Zakat dari 
istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk 
diserahkan kepada orang- orang yang berhak. 
2. Infaq secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan 
sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syari'at, 
infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau 
penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. 
3. Sedekah dari bahasa Arab shadaqah. Di dalam Al Munjid kata shadaqah 
diartikan dengan pemberian yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, 
bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, 
sedekah adalah pemberian dari  seorang muslim secara sukarela tanpa 
dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nishab) sebagai kebaikan dengan 
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mengharap rida Allah. 
4. Dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh pengumpulan dan 
pendistribusian zakat merupakan dua hal sama pentingnya. Namun Al-
Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini 
mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. 
5. Penghitungan zakat maal disesuaikan dengan nishab, kadar dan waktunya 
ditetapkan berdasarkan hukum agama. Pengumpulan dikelola oleh badan 
amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki atas 
dasar pemberitahuan muzzaki. Badan amil zakat dapat bekerjasama 
dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzzaki yang berada di 
bank atas permintaan muzzaki. 
6. Agar dapat menjadi dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan 
masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan 
menghilangkan kesenjangan sosial, zakat, infaq dan shodaqoh harus 
dilakukan dan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab, yang 
dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Bahwa 
pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas 
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